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Kontrak Kerja Sama  tentang Pelaksanaan

mengadakan
dam  (Pelatihan pPM) bagi Kepala Sckolah dan

untuk

St-p:tk.tt
helajaran Mend:

pelatihan Pem

Cury, dengan ketentuan sehapai beritkut:
Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Kantrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk r|1mm_irwl'i:i|ﬁl=1 langgung
jawab bagi PARA PIHAK dalam mgnﬁgiula dana Pelatihan PM bagi Kepala
Sekolah dan Guru; ) ) I _

(2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagal lf‘"d“ﬁ"“ hukum bagi
pengelolaan dana dalam  penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala

Sekolah dan Guru.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang iing:kup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:
a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sckolah dan Guru;

b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi
Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan tartm't

S4asaran
a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang

kepala sekolah dan 2 orang guru
b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu

Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah
Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang

Sepala Sekolah dan 3 guru dengan rumpun MIPA, IPS dan

Humaniora/Terapan

C.

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

mpunyai tugas dan tanggung jawab:

a. menyusun Rencana Anggaran Biava (RAB) PNEP Fungsional Pelatihan
PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen biava
pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belan):

(1) PIHAK KESATU me
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h.

sjonal. Kompanen bhiaya

ntuk tarilt PNBP Fung
lan konsumsi

ansportasi, akomodasi, ¢
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ara lain

sehagai pembe
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rjalanan dinas dan akomodasi (jika dipe
panitia. Biaya pelatihan  di
layanan PNBP akan disetorkan ole

layan:
be
pe
pengajar dan

Fungsional atas
rekening RPL;

membuka rekening penerimaan
digunakan untuk penerimaan setoran sebagaim

pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;

:Iu-l;nl-:uknn proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNEP

Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses

pencairan/pengelolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA;

melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada

pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;

Zﬂnﬂyelenggnmkan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai
gn‘n struktur program yang telah ditetapkan;

;;:ny:zzﬂ:a:? dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran

Kégzme atihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK

r.nenyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepal:

Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan S

Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala

Sekolah dan Guru.

PNBP dan rekening RPL vang
ana dimaksud pada

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

.
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mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sckolah dan Gu
yang meliputi tarif PNBP Fungsional dan biaya di luar I{url:‘lpnn:‘n }J;}E;i
Fungsional atas layanan PNBP sesuai kontrak kerja smﬁ:l }"'u]r
disepakati oleh PARA PIHAK; ang
melakukan pembayaran komponen pendanaan PNEP fungsional dan
Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui
Bendahara Penerimaan  sesual dengan  peraturan  perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaka terkait PNBP kepada I‘IHF:;{
KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);

mengalnkuﬁikan dan  melakukan pm_nh.ly::r:m ]fm,g&“"ﬂ untuk
transport dan | 3an |]1_:,'~.t‘:.lhl. Pelatihan I.'.ﬂ l:.u:;_;: Kepala Sekolah

an Guru sesual kebutuhan Ift';:lilh‘“ dan kt‘rhrrh_edumn anggaran;
dan : tanda teruna pembayaran biaya Pelatihan PM bapi

4 kuitansi ; jare
] ][{i:|'||'l dan Guru dari PIHAK KESATU; dan

yengindj

menerin
Kepala 5¢



an hasil pelaksanaan pelatihan PM bagi Kepala Sekolah

IHAK KESATU.

©. menerima lapor
dan Guru dari P

Pasal 5
Pembiayaan

PM bagi Kepala Sekolah dan

(1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan
| dari Dana BOS Kinerja/ BOS

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

g'-fru berasal dari Satuan Pendidikan berasa
E::‘%U ler dengan mekanisme PNBP yang dikelola ole
tr‘-”*‘ pelatihan sebagaimana dimaksud belum ter
dans - £ -
nsportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS
Reguler
EBes: - " .
GL?_:'HH tota_] keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan
<ol HSEnga'"m"a dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) adalab
e 1E,-Zr Rp 6.576.700 dengan rincian sebagai berikut :
a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan k
: e kas negar 2552
Rp 2.464.950 gara sebesar
b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar

Rp 4.111.750

h PIHAK KESATLU;
masuk akomodasi dan

Pasal 6
Tata Cara Pembayaran

PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelati
e tih: x|
Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNEP Fun]gl-:i::a,r:d biF_"fﬂ.,l
komponen di luar PNBP fungsional kepada PIHAK KESATU melalui — n:f“:-
dN&ie

ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : A658150205660203
Bank - Mandiri

PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui
rekening RPL atas komponen PNBP Fungsional.

pembayaran sebagaimand dimaksud pada ayat (1) dan (2) Menyelesaikan
Proses pPembayaran paling I:unhuft b !cc-ii (tiga) Sebelum IN 1 berjalan;
PIHAK KESATU akan nu.-m-,{-m_lmhlmn =.|~.l dana Pelatihan PM bagi Kepala
sekolah dan Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhie

pe!;tk:::-maml pelatiban.



pasal 7
Ketenivan Pajak

Kkibatkan oleh pelnksﬂn;mn Kontrak Kerja San ini
i

Pembayaran pajs Ay lia
ot L i -ll". -L“I- 1t 1 = -
N 4 ratuwran [lerumlung=und,mp,fm.

sesuai dengan ketentuan pe

pPasal 8
Jangka Walktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA
pelaksanaan IN 2 selesai,

PIHAK sampai dengan 10 {supuluh} hari kerja setelah

Pasal 9
Sanksi

waijiban yang diatur pada kontrak

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan ke
ksi sesuai ketentuan peraturan

kerja sama ini, maka akan diberikan san
perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (Force Majeure)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (Force Majeure) adalah peristiwa seperti:
hencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang,
huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara
keseluruban ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.

(2) Apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pa da
ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (Force Majeure) ‘
Wil memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang
mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwennng,} s

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

ang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama im
npearuhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA
ara musyvawarah dan muflakat.

Sepala perselisihan y
yang lanpgsung e e
PIHHAK akan menyelesatkan sec

Pasal 12
Pemboeritahuan

an yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan

Setiap pemberital
h PARA PIHIAK denpgan alamat sebagai berikut:

secara tertulis ole






